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ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun
2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan melibatkan Tim dan
Forum Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan dalam mengiring dan
mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011
dengan Standard Operational Procedure (SOP) dalam Peraturan Gubernur.

Penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Tim
dan Forum Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan dalam menjalankan Peraturan
Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 dengan perspektif Maslahah al-
mursalah. Adapun rumusan masalah terdiri dari Pertama, Bagaimana konsep
perlindungan anak jalanan dalam SOP Peraturan Gubernur dalam
mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan ? Kedua,
Apa saja kendala dan problem Tim Perlindungan Anak dalam
mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anank Yang Hidup Di Jalan ?

Dalam mengkaji permasalahan ini penulis menggunakan jenis penelitian
lapangan (Field Research). Dimana data-data yang akan dikumpulkan
berdasarkan hasil dari pengamatan, wawancara atau observasi langsung di
lapangan. Selain itu, data juga akan diperoleh dari beberapa tulisan, baik itu dalam
bentuk buku, jurnal, skripsi, artikel, dan data-data dari arsip yang berkaitan
dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun
2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan. Dalam penyusunan
skripsi ini penulis menggunakan pendekatan deduktif yang berangkat dari
kerangka teori umum dan ketentuan normatif kemudian dihubungkan dengan
kenyataan obyektif di lapangan.

Konsep Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan dalam SOP Gubernur
telah memenuhi prinsip-prinsip Maslahah al-mursalah. Implementasi Konsep
Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan dalam menjalankan Peraturan Daerah
Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 telah dilaksanakan dan dijalankan oleh Tim
Perlindungan Anak sesuai dengan prosuderal dalam SOP yang berlaku, dan telah
memenuhi kriteria metode kerja Maslahah al-mursalah. Tim dan Forum
Perlindungan Anak masih belum efektif dalam pelaksanaan upaya pemenuhan hak
identitas. Kendala dan masalah dalam hal birokrasi yang hadir dalam pelaksanaan
Konsep Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan belum memenuhi standar
penegakan hukum dalam Teori Efektifitas Hukum.

Kata Kunci : Efektivitas, Perlindungan Anak, Anak Jalanan.
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A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan

\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be

< Ta’ i Te

< Sa’ S Es (titik di atas)

z Jim J Je

z Ha’ H Ha (titik di bawah)
z Kha’ Kh Ka dan ha

2 Dal D De

3 Zal Z Zet (titik di atas)
D Ra’ R Er

J Zai ) 1 Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan Ye
o= Sad S Es (titik di bawah)
o= Dad D De (titik di bawah)
L Ta T Te (titik di bawah)
L Za y/ Zet (titik di bawah)
& ‘Ain Koma terbalik (di atas)
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¢ Gain G Ge
s Fa’ F Ef
Qaf Q Qi

< Kaf K Ka
J Lam L El
2 Mim M Em
8 Nun N En
B Wau W We
-2 Ha’ H Ha
e Hamzah - Apostrof
< Ya Y Ye

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

w3 - 07

sl ditulis Ahmadiyyah

Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
dclas  ditulis jama‘ah

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:
J—g jly‘ i;‘;é ditulis karamatul-auliya’

Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.




E. Vokal Panjang
A panjang ditulis a, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u, masing-
masing dengan tanda (-) hubung di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya’ mati ditulis ai, contoh:
2 To-
es-‘,-.‘-.‘ ditulis Bainakum
2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:
J$ ditulis Qaul

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan

Apostrof (°)

Lo
X3

Al ditulis A “antum

o

Yo o
2 ditulis Mu’annas

™

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Oyl ditulis A/-Qur’an
ekl ditulis AL-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

el ditulis As-sama’
u-nmm ditulis Asy-syams



I. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.
J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya
o285 ditulis Zawi al-furid

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

a4 d-&\ ditulis ahl as-Sunnah
e)‘-:-“y\ @-‘-“ ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul-Islam

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum' sebagaimana dasar pembentukan
hukum mengandung tiga unsur nilai yang pertama keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan. Secara keseluruhan Negara hukum dapat diartikan sebagai
Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga
negaranya. Selain itu negara hukum terikat dengan peraturan dan
perundang-undangan yang dibentuk untuk mencapai cita hukum. Aristoteles
mengungkapkan bahwa peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang
mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Menelisik
lebih dalam mengenai peraturan dalam perundang-undangan di Indonesia,
tentu tidak terlepas dari nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Peraturan perundang-undangan dalam konteks Indonesia adalah
peraturan tertulis yang dibentuk oleh Negara atau pejabat berwenang dan
mengikat secara umum, dengan konsep hirarki. Konsep hirarki dalam
perundang-undangan Indonesia adalah sebuah konsep dimana peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi.? Diantara hirarki tersebut, terdapat peraturan
perundangan yang diberikan hak otonomnya kepada Wilayah Provinsi,

disebut sebagai Peraturan Daerah. Peraturan Daerah sendiri hak otonomnya

! pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.



dibagi menjadi daerah tingkat | dan daerah Tingkat Il dan tingkat I1l dalam
sistem penyelenggaraannya.

Penyelenggaraan peraturan daerah diarahkan untuk mempercepat dan
mewujudkan laju  kesejahteraan melalui  peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan
kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.®
Salah satu bentuk atas pengharapan sebuah pemerataan dan keadilan bagi
semua warga negara Indonesia, diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi DIY
melalui program perlindungan anak jalanan yang diatur dalam Peraturan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011
tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan merupakan Peraturan
Provinsi DIY yang dibuat guna melindungi anak jalanan di yogyakarta
sendiri, dengan melibatkan beberapa lembaga yang ikut menaungi peraturan
tersebut, yang terhimpun dalam tim perlindungan anak termaktub dalam
Pasal 12 sebagai berikut : 4

“Ayat (2) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Tim Perlindungan Anak, ayat (3) Tim Perlindungan

anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur, dan pada Ayat (4) Tim Perlindungan Anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur: a. dinas yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang sosial; b. dinas yang tugas dan tanggung

® Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

* Pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.



jawabnya di bidang kesehatan; c. Kepolisian; d. Satuan Polisi Pamong
Praja; e. LKSA; f. Pekerja Sosial; dan g. Tenaga Kesejahteraan Sosial
Anak”.

Berdasarkan penjabaran di atas, perlindungan anak yang hidup di jalan
dilindungi oleh tim perlindungan khusus yang ditetapkan melalui Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Penjangkauan oleh tim
perlindungan anak dilakukan sesuai dengan Standard Operational procedure
(SOP) yang juga harus diikuti dengan assessment dan penyusunan rencana
pelayanan. SOP sendiri akan diatur melalui Peraturan Gubernur.® Hadirnya
peraturan daerah dan tim perlindungan yang dibentuk khusus merupakan
kebijakan yang sangat istimewa karena membuat terobosan baru utamanya
tidak mengkriminalisasikan (kegiatan) anak jalanan bahkan menempatkan
anak sebagai subyek hak yang harus dilindungi hak-haknya. Dalam Pasal 6
disebutkan pelaksanaan upaya perlundungan anak yang hidup dijalan
diselenggarakann melalui beberapa upaya yaitu : Upaya pencegahan; upaya
penjangkauan; upaya pemenuhan hak; dan/atau upaya reintegrasi sosial.®
Kandungan peraturan daerah tersebut menempatkan instansi/dinas-dinas
sebagai pemegang kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada anak
jalanan dalam upaya untuk menarik anak-anak tersebut keluar dari

situasinya.

® Lihat pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

® pasal 6 13 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.



Batasan mengenai pengertian anak yang hidup dijalan diatur dalam Bab
1 (Ketentuan Umum) Pasal 1 bahwa Anak yang hidup di jalan 18 (delapan
belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-
tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang
bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang
menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup
sehari-hari.” Pendefinisian ini merupakan suatu batasan dalam upaya
penjangkauan anak jalanan oleh instansi tim perlindungan anak. Adapun
dalam ketentuan selanjutnya disebutkan bahwa hak anak jalanan yang
menjadi tugas tim perlindungan anak adalah pemenuhan hak anak dalam
bidang sosial yaitu hak identitas, hak asuh anak jalanan, hak atas kebutuhan
dasar, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak untuk mendapat bantuan
hukum.®

Upaya pemerintah Yogyakarta dalam menganggulangi anak jalanan
oleh tim perlindungan anak masih belum efektif karena realitanya kehadiran
anak jalanan di lingkungan perkotaan masih sering terlihat dan terus
bertambah. Lebih lanjut dalam melihat ketidak efektivan tersebut penulis
melakukan pengamatan awal terhadap keberadaan anak jalanan di
Yogyakarta. Dalam pengamatan ini penulis dapati beberapa kasus anak
jalanan yang bisa dijadikan contoh atas ketidak efektivan tersebut yaitu :
Pertama, anak jalanan yang beroprasi sebagai pengemis dan pengelap

kendaraan yang berhenti, lokasi di lampu merah depan UIN Sunan Kalijaga,

" Lihat pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011
® pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011



Kedua, Haris seorang anak jalanan yang mencari barang bekas atau sampah
pada pukul 20.00-keatas lokasi sekitaran Sapen, selanjutnya contoh ketiga
dan keempat penulis temui di lokasi sama yakni di lokasi Kuliner Malam
Jalan Kaliurang komplek kampus UGM terdapat beberapat anak jalanan yaitu
kedua adik-kakak umur kurang lebih berumur (6-8) tahun yang mengemis
dengan menyodorkan amplop kepada pengunjung tempat makan, dan
beberapa anak jalanan mengamen hilir mudik menjajakan kaki di tempat
makan yang ramai pengunjung, aktivitas tersebut dilakaukan mereka untuk
memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan memunculkan
keprihatinan dan pertanyaan terhadap kinerja Tim Perlindungan Anak dalam
upaya melindungi anak yang hidup dijalan. Kenyataan tersebut sepertinya
perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagaimana yang tertuang dalam
Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Perlindungan Anak
Yang Hidup Di Jalan belum memenuhi harapan dalam implementasinya.
Maka selanjutnya penulis tertarik untuk meneliti dan memahami secara
signifikan konsep perlindungan anak yang hidup di jalan melalui kinerja Tim
Perlindungan Anak yang dalam hal ini mengetahui terlebih dulu SOP yang
terkandung dalam peraturan Gubernur. Penelitian ini penulis kaji dengan
judul “EFEKTIVITAS TIM KHUSUS PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6



TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI

JALAN (PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep perlindungan anak jalanan dalam SOP Peraturan
Gubernur dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Perlindungan Anank Yang Hidup Di Jalan ?

2. Apa saja kendala dan problem Tim Perlindungan Anak dalam
mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anank

Yang Hidup Di Jalan ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep perlindungan anak
jalanan dalam Peraturan Gubernur yang ditujukan untuk Tim
Perlindungan Anak.

2. Untuk mengetahui kendala dan problem Tim Perlindungan Anak
dalan menjalankan konsep perlindungan anak.

Kegunaan Penelitian :

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi
pemerintah Provinsi DIY dalam merealisasikan dan mengevaluasi
sitem kerja Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang

Perlindungan Anak Yang Hidup Di jalan.



2. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan satu stimulus
bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan

permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai rujukan.

D. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka digunakan untuk menentukan posisi peneliti dalam
sebuah penelitian yang dikaji, guna mengetahui segi perbedaan dengan
penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini terdapat beberapa
karya tulis ilmiah mulai dari skripsi, tesis, desertasi, artikel, jurnal dan Buku
yang penulis anggap relevan untuk dijadikan sebagai rujukan bahan
penelitian diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Mar’atush Solehah, mahasiswa UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah dan Hukum yang berjudul
“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 6
Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan Tahun 2013-
2014”.° Penelitian ini mengkaji implementasi peraturan daerah tersebut
dengan fokus kajian terhadap hak-hak anak jalanan yang dimaksudkan
dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2011. Dalam penelitian pada karya
tersebut menarik kesinambungan antara realita implementasi atas
pemenuhan hak anak dengan kajian teori kebijakan hukum dan perundang-
undangan, dengan pengambilan data di tahun 2013-2014. Perbedaan antara

Penelitian pada karya ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan

® Mar’atush Sholehah, “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Tahun 2013 dan Tahun
2014”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).



adalah fokus kajiannya karena dalam kajian penulis untuk melihat
implementasi atau sistem Kkerja peraturan daerah fokus terhadap tim
perlindungan anak jalanan, bukan hak anak jalanan, dan objek kajian
penulis berada pada ranah keefektivan tim perlindungan anak dalam
mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011

Kedua, terdapat dalam karya tulis berupa Skripsi oleh Ratih Rohani
merupakan seorang mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas
Syari’ah dan Hukum yang berjudul “Larangan Memberi Kepada Anak
Jalanan Prespektif Hukum Islam (Peraturan Daerah Profinsi DIY Nomor 6
Tahun 2011 Pasal 43 ayat 3)”.*° Persamaan dalam penelitian ini adalah
terletak pada objek penelitian yang sama yaitu mengkaji Peraturan Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak
yang Hidup Di Jalan. Fokus skripsi ini lebih condong menganalisa pasal 43
ayat 3, maka inilah hal dasar yang menjadi pembeda dari penelitian yang
akan penulis lakukan.

Ketiga, Skripsi oleh Didin Kurniawan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta Fakultas Syari’ah dan Hukum pada 2016, dengan judul
“Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Anak

Jalanan Kota Yogyakarta)”.'' Penelitian ini terfokus pada praktek

1% Ratih Rohani, “Larangan Memberi Kepada Anak Jalanan Prespektif Hukum Islam
(Peraturan Daerah Profinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 43 ayat 3)”, Skripsi (Yogyakarta:
UIN Sunan Kalijaga, 2012).

! Didin Kurniawan, “Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Anak Jalanan Kota
Yogyakarta)”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).



perlindungan anak yang hidup di jalan oleh lembaga Dinas Sosial, kemudian
mengkorelasikan antara Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 ini dengan
konsep hak asasi manusia dan perundang-undangan di Indonesia dalam
kajian kesesuain atau tidak antara keduanya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari karya-karya sebelumnya
tampak bahwa penelitian yang akan penyusun lakukan memiliki kesamaan
dasar mengenai peraturan daerah perlindungan anak yang hidup dijalan baik
implementasi atau mekanisme peraturan daerah tersebut. Namun sisi
perbedaan yang jelas terlihat dari beberapa karya penelitian dalam kajian
pustaka tidak secara rinci membahas objek kajian dan efektivitas peraturan
daerah dari sudut pandang lembaga terkait yakni tim perlindungan anak
yang dimaksud dalam Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2011 tersebut. Serta

pisau analisis atau teori yang penulis akan gunakan juga berbeda.

E. KERANGKA TEORITIK

Kajian penelitian ini menggunakan teori Maslahah al-Mursalah sebagai
teori utama dan teori Efektivitas Hukum sebagai teori pendukung.. Kedua
teori tersebut di jadikan sebagai pisau analisa berkenaan dengan efektifitas
tim perlindungan anak dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah
Provinsi DI'Y Nomor 6 tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup
Di Jalan.

1. Teori al-Maslahah al-Mursalah

Pada dasarnya Maslahah al-mursalah terdiri atas dua kata yaitu

maslahah dan mursalah. Louis Ma’luf menjelaskan dalam bukunya
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mengenai arti kata Maslahah berasal dari akar kata salaha, yasluhu —
salahan — suluhan — salahiyyah, artinya : sesuatu yang mendorong kepada
kebaikan atau kelayakan; atau dapat juga diartikan: sesuatu yang
mendorong seseorang untuk melakuakan sesuatu yang bermanfaat bagi
dirinya dan kelompoknya.*> Menurut Ahmad Warson Munawwir,
mengartikan maslahah sebagai faedah, kepentingan, kemanfaatan,
kemaslahatan.™

Kamus Besar Indonesia disebutkan bahwa arti dari maslahat adalah
sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kata
“kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.
Sementara kata “manfaat”, diartikan dengan: guna, faedah. Kata
“manfaat” juga diartikan sebagai kebaikan atau lawan kata “mudharat”
yang berarti rugi atau buruk.'* Adapun para ulama ushul figih memberikan
beberapa definisi dengan versi yang berbeda-beda yaitu:

Abdul Wahab Khallaf, Maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan
yang tidak disyariatkan oleh syara’ dalam wujud hukum, dalam rangka
menciptakan kemaslahatan, di samping tidak dapat dalil yang

membenarkan atau menyalahkan.*

12 Louis Ma’luf, Kamus Munjid,(Beirut: Dar al-Masyarig, 1977), him. 528.

3 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta:
Unit pengadaan buku-buku IImiah keagamaan, 1984), him. 844.

! Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1996), him. 634.

> Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-
kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), him. 123.
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Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, Maslahah al-
mursalah adalah setiap segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-
tujuan syara’ (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak
ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.*®

Beberapa definisi tentang Maslahah al-mursalah secara
keseluruhan nampak redaksi yang berbeda, namun kesamaan makna
Maslahah al-mursalah tetap sama yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal
yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadis.
Sehubungan dengan metode ini dalam ilmu ushul figh dikenal ada tiga
macam Maslahah, yaitu Maslahah Mu tabarah, Maslahah Mulgah, dan
Maslahah al-mursalah.'’

Menurut Abdul Wahab Khallaf dapat dijadikan sebagai legislasi
hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Berupa maslahah yang sebenarnya bukan maslahah yang
sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-
hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik
manfaat dan menolak kerusakan.

b. Berupa maslahah yang bersifat umum, bukan untuk

kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

1 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, terj. Saifullah Ma’shum, Ushul Figih,
(Jakarta: Pustaka Firadaus, 2005),hIm. 424.

YAmir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta:
UlI Press Indonesia, 1999), him. 72.
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c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh

nash (Al-Qur’an dan Hadis) serta ijma’ ulama.'®

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski

dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan
teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski
menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah
yang meliputi:

a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga
antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat
memaksa, Yyaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum
didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian,
pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.

b. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu
terkadang tidak ada.

c. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada
hukum.*®

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam

masyarakat. Masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 yaitu masyarakat

modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan

masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas,

8 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansany..., hlm.
125.

9 Koentjononingrat dalam H. Halim HS dkk, Penerapan Teori Hukum pada
Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), him. 305.
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spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Dalam
masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya,
sedang masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai
sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak
mengenal alat-alat kekuasaan.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh
mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan
efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum
mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku
manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan
efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur
paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman
paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat
dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat
kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan
hukum.?® Soerjono Soekanto merumuskan terdapat 5 (lima) faktor yang
menentukan efektif tidaknya suatu hukum, yaitu :**

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

maupun menerapkan hukum.

% Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV.
Ramadja Karya, 1988), him.80.

2l Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), him.8
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c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur
daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang
menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau

tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

F. METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian terhadap implementasi Peraturan Daerah
Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan
Anak Yang Hidup Di Jalan, peneliti menggunakan metode penelitian
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian
lapangan (Field Research). Dimana data-data yang akan dikumpulkan
berdasarkan hasil dari pengamatan, wawancara atau observasi langsung
di lapangan. Selain itu, data juga akan diperoleh dari beberapa tulisan,
baik itu dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, artikel, dan data-data dari

arsip yang berkaitan dengan Peraturan Provinsi Daerah Istimewa
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Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup
Dijalan.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik,
dimana penulis menguraikan, mendeskripsikan dan menganalisi secara
komperhensif sehingga mendapatkan gambaran penelitian.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan sebagai rangkaian dari usaha penelitian
adalah pendekatan deduktif yang berangkat dari kerangka teori umum dan
ketentuan normatif kemudian dihubungkan dengan kenyataan obyektif di
lapangan.
4. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data
primer dan sekunder. Sumber primer yaitu data-data yang didapatkan
dari pengamatan langsung di lapangan melalui teknik wawancara
(Interview) untuk memperoleh keterangan dengan tanya jawab langsung
dengan informan yang terdiri dari :

a. Dinas Sosial Daerah istimewa Yogyakarta Bidang
Perlindungan dan Rehabilitasi sosial; Kepala Bidang dan
Perangkatnya.

b. Dinas Kesehatan Daerah istimewa Yogyakarta ; Kepala

Bidang dan Perangkatnya.
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c. Satuan Polisi Pamong Praja dalam tim perlindungan anak
Kepala Tim dan Perangkatnya.

d. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terdiri dari
LKSA yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum,
seperti panti sosial anak, Panti asuhan anak dan rumah
singgah.

Beberapa informan yang penulis sebutkan diatas merupakan
lembaga atau badan pemerintah yang terhimpun dalam Tim Perlindungan
anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011.

Sumber data kedua yakni sumber data sekunder yang terdiri dari
Buku, Jurnal, karya Ilmiah, Peraturan Perundang-Undangan, yang
relevan terhadap fokus penelitian yang peneliti ambil.

5. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah terkumpul dalam penelitian baik
sumber primer atau sekunder, selanjutnya peneliti menganalisa dan
mengolah data yang diperoleh dengan mengklasifikasikannya secara
sistematis untuk diverifikasi dan ditarik kesimpulan secara terperinci
menggunakan kerangka teori Maslahah al-Mursalah sebagai teori utama

dan Teori Efektifitan Hukum sebagai teori pendukung.
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G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sitematika pembahasan tersusun secara sistematis dan saling berkaitan
antara bab pertama dengan bab selanjutnya dalam sistematika pembahasan
sebagai berikut:

Pembahasan Bab satu berisi tentang pendahuluan yang dimaksudkan
untuk mendeskripsikan pembahasan secara menyeluruh dan ringkas, sebagai
pengantar untuk memahami arah penulisan skripsi. Pada bab ini terdiri dari
latar belakang masalah yang diteliti, kemudian permasalahan-permasalahan
tersebut diangkat dalam suatu rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta
sistematika pembahasannya.

Bab kedua berisikan pembahasan mengenai pisau analisa atau
landasan teori yang terdiri dari teori Maslahah al-Mursalah dan teori
Efektivitas Hukum dalam melihat efektivitas tim perlindungan anak dalam
mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun
2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

Pada pembahasan selanjutnya yang terangkum dalam bab ketiga
berisikan pemaparan mengenai deskripsi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2011 yang peneliti perolen dari data lapangan, dan kemudian peneliti
deskripsikan secara sistematis dan terperinci.

Berikutnya dalam bab keempat dalam penulisan ini, membahas
tentang analisis terhadap efektivitas tim perlindungan anak dalam

mngimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
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Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, dengan pisau analisa teori
Maslahah al-Mursalah sebagai teori utama dan teori Efektivitas Hukum
sebagai teori pendukung. Selanjutnya dalam pembahasan terakhir yakni bab
penutup berisikan terdiri kesimpulan dan saran-saran sebagai data
penyempurna hasil penelitian.

H. DAFTAR ISI SEMENTARA

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
HALAMAN PENGESAHAN
MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
PEDOMAN TRANSLITERASI
DAFTAR ISI
BAB |: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

D. Telaah Pustaka

E. Kerangka Teori

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Pembahasan

BAB Il : LANDASAN TEORI
A. Teori Maslahah al-Mursalah
B. Teori Efektivitas Hukum
BAB 11l : DESKRIPSI PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2011

A. Latar belakang terbentuknya Peraturan Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011

B. Konsep Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan Dalam SOP
Peraturan Gubernur.



19

C. Pelaksanaan Upaya Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan
1. Pelaksanaan oleh Tim perlindungan Anak

2. Pelaksanaan Upaya-upaya Perlindungan Anak
D. Program Kesejahteraan Anak Yang Hidup di Jalan

BAB IV: ANALISIS EFEKTIVITAS TIM PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6
TAHUN 2011

A. Analisis Konsep Perlindungan Anak Dalam SOP Peraturan
Gubernur.

B. Analisis Pelaksanaan Upaya Perlindungan Anak Yang Hidup
di Jalan

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan baik dalam SOP
Gubernur ataupun dalam Implementasi Perlindungan Anak yang Hidup di

Jalan dapat disimpulkan beberapa hal :
1. Konsep Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan dalam SOP
Gubernur yang terangkum dalam Peraturan Gubernur DI'Y Nomor
31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan
Hak Anak Yang Hidup Di Jalan, Keputusan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 181/KEP/2012 dan Keputusan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40/TIM/2012

dalam telah memenuhi prinsip-prinsip Maslahah al-mursalah .

2. Implementasi Konsep Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan
dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6
Tahun 2011 telah dilaksanakan dan dijalankan oleh Tim
Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan sesuai dengan prosuderal
dalam SOP yang berlaku, dan telah memenuhi kriteria metode

kerja Maslahah al-mursalah.
3. Tim dan Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan masih
belum efektif dalam pelaksanaan upaya pemenuhan hak identitas
anak sehingga masih banyak anak yang belum mendapatkan

dokumen kependudukan.
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4. Kendala dan masalah yang hadir dalam pelaksanaan Konsep

B. Saran

Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan terletak pada Forum yang
bersifat pasif atau hanya sebagai lembaga pengawas atas upaya
pemenuhan hak anak serta kendala birokrasi di lingkungan Dinas
Sosial Kabupaten/Kota terkait pelimpahan wewenang antara

keduanya.

Melihat kembali hasil penelitian yang penulis dapatkan dalam

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 perlu

diperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Perlunya kinerja aktif oleh Forum Perlindungan Anak Yang Hidup

di Jalan (Dinas/Instansi) agar dapat menjalankan pemenuhan hak
anak secara efektif dan lebih sigap dalam berkordinasi bersama
dinas terkait pemenuhan hak anak yang hidup di jalan. Sehingga

pemenuhan hak anak dapat terealisasi dengan baik.

Menghadirkan Peraturan daerah turunun atau peraturan daerah
tingkat 11 sebagai penguat atas Peraturan Daerah Provinsi DIY
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di
Jalan, guna mempermudah urusan birokrasi di tingkat Kota/

Kabupaten.
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Perihal
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Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Sosial Bidang
Perlindungan dan Rehabilitasi
Sosial
2. Kepala Dinas Kesehatan DIY
3. Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja DIY
4. Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial
Anak (LKSA) DIY

074/1118/Kesbangpol/2017
Rekomendasi Penelitian

Di
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Memperhatikan surat :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universites Islam Negeri Sunan

Dari
- Kalijaga Yogyakarta
Nomor :  B-202/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018 - - -
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Perihal :  Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat
rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian daiar rangka penyusunan Karya
Tulis llmiah (Skripsi) dengan judul proposal: “EFEKTIVITAS TIM KHUSUS PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN PROVINSI DAEARAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI
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-Dinas Sosial Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
-Kepala Dinas Kesehatan DIY

-Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY

- Keluia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) DIV

Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian : 31 Januari 2018 s.d. 31 Maret 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yarg terkait dapat memberikan bantuan /
fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan
1. Menghormati dan mentaali peraturan dan tata teitib yang berlaku di wiiayah riset/penelitian;

Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan

iudul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan

setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat

rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirmya surat
rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penclitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak
mentaati ketentuan tersebul di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.
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isampaikan Kepada Yth ;

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'zh dan Hukum, Univarsilas Islam Negerl Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Yang bersangkutan.
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TRANSKIP WAWANCARA

. Bagaimana latar belakang munculnya Peraturan Daerah.Provinsi DIY Nomor 6

tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan ?
- Bagaimana Konsep Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan dalam SOP

Peraturan Gubernur ?

. Dalam Perda disebutkan empat upaya pemerintahan dlam pelaksanaan

perlindungan anak yang hidup di jalan, terkait upaya tersebut program apa saja

a.
b.
c.
d.

yang dijalankan dalam pelaksanaan keempat upaya ini.

Upaya Pencegahan
Upaya Penjangkauan
Upaya Pemenuhan Hak
Upaya Rintegrasi Sosial

. Faktor apa saja yang mendorong anak untuk turun ke jalan?

. Apa bahaya dan dampak anak yang turun ke jalan?
- Kendala dan hambatan-hambatan apa sajakah untuk menjalankannya dan

bagaimana untuk menanggulangi nya
. Adakah tindak lanjut jika menemui anak jalanan yang turun ke jalan kembali

setelah mendapat pembinaan?

. Bagaimana pendapat saudara mengenai pelaksanaan Perda DIY Nomor 6 tahun

2011 apakah sudah efektif ?
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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYA KARTA
NOMOR 31 TARUN 20| 2
" TENTANG

TATA CARA PENJANGKAUAN DAN PEMENUHAN HAK
ANAK YANG HIDUP D| JALAN '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 36
ayat (2) Peraturan Daeran Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6
Tahun 2011 tentang Perindungan Anak yang Hidup di Jalan peru
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penjangkauan dan
Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalan; '

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Ist!mewa‘Yogyaka'rta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo.

Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor

.. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Takun 1979 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagalmana telah diubah terakhir dengan Undang~Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Unqang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya

Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1388 tentang Usaha
Kesejéhteraan Bagl Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367):

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah |stimewa Yogyakarta Nomor 7

Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Takun 2007 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6

Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimew

|
Menetapkan PERATURAN GUBiER

NUR TENTANG TATA CARA PENJANGKAUAN
, DAN PEMENUHAN H

AK ANAK YANG HIDUP DI JALAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur inj yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan adalah segala tindaka

haknya agar dapat hidup, tumbuh

alan upaya sehingga anak

terentaskan dari kehidupan di jalan.

2. Anak yang hidup di jalan, yang selan]utnyq disebut anak adalah anak yang berusia dj
bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabisk

tempat-tempat umum
bekerja di jalanan,
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Pemerintah maupun
5. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik d l::;ll)aalgz an kepedulian dalam
swasta yang memilig| kompetens| dan profesl pekedaanla“hani dan/atau pengalaman
Pekerjaan sosja) yang diperoleh melalui pendidikan, pes pelayanan dan penanganan
Praktek pekerjaan sosja| untuk melaksanakan tugas-tuga
Masalah sosia,

ifat
ak anak yang bers
®- Pendampingan awal adalah bentuk pelayanan pemen:h:;r:aan dengan kegiatan
Segera yang dilakukan oleh'I petugas penjangkau be :
Pendataan anak,

ifat
ak yang yang bersifa
7. Pendampingan lanjutan adalah [bentuk pelayanan pemenuhan hak y.
jangka panjang.

p diberikan oleh tim
8. Penempatan adalah kegiatan lanjutan dari rekomendasl yzrr;gpatkan anak di LKSA
perlindungan anak dalam upaya pelayanan anak dengan men
atau orang tua atau keluarga pengganti.

: ahui asal usul, latar
9.  Penelusuran keluarga adalah keglatan mencari dan mgngetéf}w as
belakang, kondisi sosia| ekonomi keluarga asal anak yang hidup di jalan.

10. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

jawabnya di
1. Dinas adalah satyan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jaw y
bidang snsla,

Upaya Penjangkauan bertujuan untuk memberikan pemenuhan hak dan mewujudkan
reintegrasi sosia| anak yang hidup di jalan.

BAB ||
TATA CARA PENJANGKAUAN
Baglan Kesaty

Tim Periindungan Anak

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur;
a. Dinas;

b. Instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan:

C. Instansiyang tugas dan tanggung jawabnya dj bidang pendidikan;
d. Kepolisian:

e. Satuan Polisj Pamong Praja;
f. LKSA:
g. Pekerja Sosial; dan

Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak,
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(8) Unsur Tim sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

Pasal 4

(1) Petugas Penjangkauan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus
menandatangani pakta integritas.

(2) Petugas penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhl syarat
sebagal berikut;

a.  mempunyai kemitmen yang kuat dan memegang teguh prinsip perindungan anak;

b.  berpendidikan minimal setingkat SLTA atau berpengalaman paling singkat 1 (satu)
tahun dalam kegiatan pendampingan anak;

c. telah mengikutl pelatihan dasar:

1) pekerjaan sosial:
2) periindungan anak; dan
3) pemetaan sosial dan asesmen.
d. dalam hal terdapat petugas penjangkau belum memenuti kualifikasi sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢, Dinas wajib memberikan pelatihan. :
(3) Di dalam melaksanakan tugas, petugas penjangkauan harus dilengkapi dengan surat
tugas.

Baglan Kedua

Pemetaan
Pasal 5
(1)  Dinas. melakukan pemetaan wilayah dan titik konsentrasi anak paling sedikit 1 (satu)
kall dalam 3 (tiga) bulan, '

(2) Dalam melaksanakan pemetaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
dapat bekerjasama dengan LKSA dan instansi terkait.

Pasal 8

Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimaksudkan untuk mencari data atau
éambaran urram tentang situasi dan kondisi lingkungan sosial anak pada titik konsentrasi,

Pasal 7

Petugas pemetaan menyusun laporan hasjl pemetaan.
f
IPasal 8

} Data hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal § menjadi dasar untuk
| menentukan: i

p 8. strategi penjangkauan:

b personil yang dibutuhkan untuk penjangkauah; dan

. sarana dan kelengkapan administrasi untuk kegiatan penjangkauan.

Scanned by CamScanner



Bagian Ketiga
Pendataan

Pasal 9
(1) Tim Perindungan Anak melakukan pendataan di titik konsentrasi anak.

(2)  Kegiatah pendataan analk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
mempsroleh data yang meliputi:

a.  jumlah populasi anak pada tiap titik konsentrasi:
b. perkembangan situasi sosial anak pada tiap titik konsentrasi:
C. identitas anak; dan

d. identitas keluarga.

(3) Kegiatan pendataan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan
metode seperti:
A.  melibatkan diri dergan anak melaluj perkenalan dan pendampingan awal, bermain
bersama, menjalin persahabatan, dan menanamkan kepercayaan:

b.  wawancara untuk pengungkapan masalah anak kepada anak, orang tua, atau
orang terdekat (lingkungan sekitar anak) secara personal dengan pendekatan

empatik; atau _
C. melibatkan anak yang sudah mendapatkan pembinaan di LKSA.

(4) Data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini,

(5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola Dinas dan dapat dipergunakan oleh
instansi atau lembaga terkait dalam rangka pemenuhan hak anak.

I

Easal 10

(1) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Perindungan Anak
memberikan rekomendasi penempatan sementara dan/atau pemenuhan hak yang
dibutuhkan segera bagi anak.

(2)  Pemberian rekomendasi sebagaimané dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan anak
dalam pengambilan keputusan.

BAB IlI
PEMENUHAN HAK ANAK
Bagian Kesat,

Penempatan

Pasal 11

§ ()

Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Perlindungan

Anak nr anempatkan anak di LKSA yang telah memenuhi standar pelayanan dan
pengasuhan anak,
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Penempatan anak sebagaimana dimaksud

pada ayat (
sementara.

1) merupakan penompatan

Penempatan dan penyerahan anak kepada LKSA harus dicatat dj dalam berita acara
penempatan,

Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayal (3) tercantum da
I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur in(’

lam Lampliran

Pasal 12

Pekerja sosial melakukan pendampin

gan lanjutan dan asesmen kepada anak yang
telah ditempatkan sementara di LKSA.

Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (

Pemenuhan hak anak yang bersifat jangka panj
dimaksud dalam Pasa 9 ayat (5)

1) digunakan sebagai dasar rencana
ang dan pelengkap data sebagaimana

Rencana Pemenuhan hak anak memuat:
a. Kkondisi anak;

b; kebutuhan anak; dan

C. lembaga pelayanan yang dirujuk.

Phsal 13

Berdasarkan asesmen sebagaimana d

imaksud dalam Pasal 12 ayat (1), LKSA
mengusulkan keluarga atay crang tua pe

]
ngganti bagi anak kepada Dinas.

Berdasarkan usy sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau orang tua Penggantl bagi anak.

Penempatan anak di
jangka panjang.

Dinas merctapkan keluarga

keluarga atauy orang tua pengganti merupakan penempatan

Penempatan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (

3) dilakukan dalam hal
petugas tidak dapat menemukan atau mengembalikan anak kep

ada keluarga asal,

Pasal 14

Penempatan dan peryerahan anak ke

pada keluarga atau orang tua pengganti
dilakukan oleh petugas dari Dinas.

Penempatan dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus dicatat di
dalam berita acara penempatan,

Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (

2) tercantum dalam Lampiran
IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratu

ran Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pelayanan Hak Anak
Pasal 15

Dalam rangka pemenuhan hak anak, LKSA bertu

gas merujuk anak kepada lembaga
~ pemberi layanan.
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(2) Pelayanan Pemenuh

. : sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dapat
dihentikan dalam ha| indikator Pemulihan anak tercapai,
(3) Indikator sebagaij

an hak anak

F’ENELUSURAN KELUARGA

F’asal 17

: 7 Pasal 19
(1)

(2)

Dinas melakukan Upaya partemuan
Pertemuan anak dangan ora

9a asal harys memperhatikan kesiapan
anak dan orang tua atay keluarga asa|.

BAB v
PENGEMBALIAN ANAK KE KELUARGA ASAL

(1) dilakukan setelah orang tua atay

siap untuk menerima anak kembali,

) Penilaian kesiapan orang {ua

atau keluarga asal sebagairﬁana dimaksud pada ayat (2)
meliputi penilaian terhadap; ' '

Scanned by'CamScanner



&

4

A3
o

3 a. kondisi mental:

U
byl
(%

7

b. kondisi lingkungan; dan

C. kondisi ekoncmi.

Pasal 21
Pengembalian anak kepada oran

g tua atau kéluarga asal harus mempertimbangkan prinsip
perhargaan atas pendapat anak d

an kepentingan terbalk untuk anak.

Pasal 22
(1) Pengembalian anak kepada oran

g tua atau keluarga asal dicatat di dalam berita acara
pengembalian,

(2) Bentuk berita acara seba

dalam Lampiran VI, yang
ini.

gaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Gubernur

'

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 23
Dinas melakukan pengawasan terhadap:

penerapan prinsip perlindungan anak oleh Tim Pe

: rindungan Anak gi dalam kegiatan
penjangkauan:

penerapan standar pelayanan dan pengasuhan anak di LKSA;
proses pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga pengganti secara b .rkala; dan

preses pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga asal secara berkala.

»

Pasal 24

 Dalam hal ditemukan. pelanggaran pada pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud
'dalam Pasal 22, Dinas dapat;

72 '_a. menarik dan fnengalihkan penempatan anak kepada LKSA, orang tua, atau keluarga
pengganti lain; atau

ib. memberi sanksi administratif kepada LKSA.

Pasal 25

Dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana pada pelaksanaan pengawasfe\r.\ sebagaimana
'dimaksud dalam Pasal 24, Dinas wajib melakukan pengaduan kepada Kepolisian.
L.
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BAB V|

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal i JUA RO 2

S KRETARIS DAERAH

ICHSANUR|

BERITA DAERAH PROVINSI

DAERAH ISTIMEWA
NOMOR 3\

KETENTUAN PENUTUP

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1l Juml 2otz

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

T e -

HAMENGKU BUWONO X

YOGYAKARTA TAHUN 2012
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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
'~ KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
‘ NOMOR 1%\ /KEP /2012
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP Di JALAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
¢ Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan d
: Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogya Tah

. un 20

Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, pery menetapkan :(1 tentang
Gubemur tentang Pembentukan Forym Perﬁndungan Anak y er:’utusan
Jalan; ang Hidup pj
Mengingat : 1,

alam Pagg| 41 ayat 2
=]
karta Nomor g @ Sraturan

Undang-Undang Nomor 3

Undang.yy

ang Perubahan Undang. 9-Yndang
Nomor 19 Tahun 1950 1entang Pembentukan ngfa:ﬁang Nomor 3 Jo
? (Lembaran Negara Republik Indanesia T Py

o
N
(-
)
a
o
3
Q
,
c
3
a
V)
3

Sejahteraan Anak
gara Repubik Indonesia ’ -Nomor %2, Tambanan

Nomer 125,
Indonesia Nomor 4427)
Undang-Undang Nomor 12
Undang-Undang Nomor 32

+ 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Lem

5 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan
g ‘Anak Bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambaha

n Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3367);

.J.1 )
’i 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah !stimewa'Yogyak_ana Nomor
2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi K

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daer
Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

7 Tahun
Swenangan Provinsi
ah Provinsi Daerah
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et i

Peraturan Daerah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor g Tahun
2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan (Lembaran Daerah
Provinsl Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011

Nomor 6);
omer® MEMUTUSKAN:

e e wacra
N

fenetapkan

FSATU + Membentuk Forum Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan, dengan Susunan
Keanggotaan Forum sebagaimana tercantum dalam Lampiran, Yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,

DUA - Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU m°|aksanaka . &
koordinasi antar lembaga dalam upaya pertindungan anak Yang hidup g lan :
sebagai berikut : Jalan

i
}e

i a. koordinasi dengan Dinas/ Instansi/ Lembaga/
; ayasa :

1 pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan bidang iuga: ma;nterkalt. dalam
4 b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep keb @-masing;

5?
"l

]

k.

Penanganan dan pelayanan anak yang hidup ) Jakan berkaitan dengan

alan:
c. menerima laporan pelaksan

'an program i : :
yang hidup di jalan, ? gram atay kegiatan Perindungan anak

(0]

- menyebarluaskan informas; dan
4 S eraty y i
Penanganan anak yang hidup g jalan?dan & Peralan deqgan

pelaksanaan perindungan anak yang hidup dij

Forum Perlindungan Anak yang Hidup dj 4

i al
bertanggungjawab Nty Sy an dalam melaksanakan tugasnya

Biaya sebagai akibaf ditetapkannya Kephtusan ini

SADLTUE 8 e -

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal \Juny ZoV\2.

.o r aSa
TR e e e s a e e

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYA?TA.

A

HAMENGKU BUWONO X

thiinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Inspektur Provinsi DIY

Kepala BAPPEDA Provinsi DIY o

Kepala Diras Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Propinsi DIY

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi D|Y .
Untuk diketahui dan/atay dipergunakan sebagaimana mestinya

D BwN
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PIRAN
kAé';“UTUSAN GUBERNUR
DAERAH lSTIh/AEWA YOGYAKARTA
NOMOR 18\ ./icep / 20\
TENTANG PEMBE KAN FORUM
PERLINDUNGAN ANAK YANG
HIDUP DI JALAN

!
j
i
i
L]
; SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP D| JALAN
7@0 | JABATAN DALAM FORUM JABATAN DALAM INSTA

I
A | Ketua Kepala Dinas Sosial Provinsi D|Y '

B. | Sekretaris Kepala Bidang Perlindun
i : Sosial Provinsi DIY
C. | Anggotsr 1
}

L .

gan dan Rehabjiiizgi Sosial, Dinas

. Dinas Pendidikan Provinsi DIy
. Dinas Kesehatan Provinsi DIy

. Dinas Perhubun
i - Provinsi DIY

o AR s sk
W N

gan, Komunifikas; dan Informatika

i S

. Satuan Polisj Pamong Praja Provingi DIy
- Dinas Tenaga Kerja dan Transm;

6. Badan Pembe
Provinsi DIy

grasi Provinsi DIY.
rdayaan Perempuar

T I SRS

|
dan Masyarakat ‘
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DIY '
" abotan S aersan Rakyat da Kemasy

nsi DIY
| 9. Biro Tata Pemarintahan Sekretariat Daerah |
] ‘: Provinsi DIY

10. POLDA Daerah Istimewa Yogyzakara

11. Rumah Perlindungan Sosial Anak Provinsi DIY !
;l ' 12. Rumah Perlindungan Sosial Provinsi DIY |

! 1 13. Rumah Perindungan Trauma Centre Provinsi DIY
4 ‘

|

|

RN S CN

14. Yayasan Rifka Annisa YogyakKarta

i
i
i
15. Rumah Perlindungan Rekso Cyah Utami Yogyakarta |
18. Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta \
l
\
|

17. Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta

19. Rumah Singgah Hafara Yogyakarta

20. Rumah Singgah Anak Mandiri Yogyakarta \

21. Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta 1

) i 22. Rumah Singgah Girian Nusantara Yogyakarta |

3 ‘ ' 23. Yayasan LPS Humana Yogyakarta \

a | 24. Yayasan Aulia Yogyakarta

; , 25. Rumah Singgah Tunas Mataram Yogyakarta \

| : | 26. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia \

@ ' 27. Rumah Singgah Indrianati Yogyaigarta i , \

' o | 28. RSUP: Dr Sardjito Yogyakarta | A
| : 29. Kamar Dagang dan industri DIY

|
\
i
\
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w
(&

. Persatuan Bank-2ank tasicnal O},
. Persatuan Hetel dan Restoran Indonesia DIY
. Karang Taruna Provinsi DIY

[8)
-b

(&)
N

(8]
)

3. Ferum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat
Provinsi DIY

|
34. Keerdinator Tenaga Kesejahteraan Sosizl f
Kecamatan Provinsi DIY f

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
>/ ’

K -

HAMENGKU BUWONO x
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Venimbang

:'.En;mgat

KEPUTUSAN GU

PEMBENTUKAN TIM

banwa untuk melaksanakan

Daerrah Proyins: Daerah Istim
Fer

Gubemur tentan

1.

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR A0/ TIM /=01 =

TENTANG

FERLINDUNGAN ANAK YANG HIBUP DI JALAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ketentuan dalam Pasal 12 ayal (3) Peraluran

ewa “Yogyakaria Nemeor 6 T

ahun 2011 tentang
ndungan Anak vang Hidup di

Jalan, periu menelapkan Keputusan

3 Fembentukan Tim Perlindungan Anak yang Hidup ai Jalan:

LUndang-Undang MNameor 3 Tahun 1950 lentang Pembentukan Daerah
Isimewa

Indenesia Tahun 1950
iuoah terakhir dengan Jndang-Undang
tentang Perubahan Undang-Undang Nemor 2 Je.

0 teMang Fembentukan Daerah Istirmews
iLembaran Negara Republik Indonesig

Jogjakarta (Banta Megara Republik
Nemor 2) sebagamana telah d

MNemor @ Tahun 1955

Nomor 16 Tahun 195 Jogjakarta

Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara SRepublik Indonesia Nomar 827):

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 lenmtang Hesejahieraan Anak
(Lemparan Negara Republik Indenesia Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan

Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 2668);

Uncang-Undang Nemer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

{l.embaran Megara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomer 102 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4235):

Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerntahan Daeran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momer 125
Tambahan Lembaran Negara Republix Indcnesia Momor 4437

- W L T:
sebagaimana telah diubanh terakhir dengan Undang.iincang Nemo

- - b
Tahun 20C8 tentang Perubanan Kedua atas Undang-Undang Momer 32
Tahun 20

1
2004 tentang Pemenntanan Daerah (Lembaran Negara Republi

- P Neqara Recublk
indanesis Tahun 2008 Nomer £3 Tambahan Lembaran Negara

Indanesia MNomor 4844),

- Immana.
Peratyran Pamanntah Momor 3° Tahun 1950 temtang Bertakunya U v

TR T T gy
—nSang T

- AGEMN "irmmas EE
indonesia lanun 1520 .semer 5

Scanned by CamScanner

cr 2,3, 10 can 11 Tahun 1550 (Lembaran Negara Republix



6. Pe'fafl-lran B
n
Anak Bag; oy Ntah N°’“°’2Tahun 4088 tentang Usaha KesejaMBraa‘n
g en‘lpunyﬁ Masalah (Lembaran Negara RBpUb!T:
Indonesia Nomor 367, Nomor 2. Tambehan Lembaran Negara Republi

2007 tentang (yrye.- o De€rah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun
¥ pemeﬁMahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi

|Sﬁmewa
Istimewa Yogyakan;-’:gyakana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
ahlm 200 v
7 Nomor 7);

Peraturan pa
erah T
2011 tentang pep; Provin Daerap, |stimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun
|
Provinsi Daerah ]n'd UNgan Anak yang Hidup di Jalan (Lembaran Daerah
ey Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Dae]_
ah Proyi
Nomor 6); VInsi Dagra |simewa Yogyakarta Tahun 2011

Menetapkan : Il"’“':'MUTUSKM%:

KESATU Membentuk Tim Perlindungan .Anak o e
yang Hidup di

Kea.ngg?taan Tim sebagaimang tercantum dalam La
bagian tidak terpisahkan day Keputusgn ini

Jalan, dengan Susunan
mpiran, yang merupakan

.

KEDUA

Tim sebagaim ; '
e gaimana dimaksud dalam piktum KESATU bertugas melakukan

angkauan, pend
Pendataan, penyusunan rencana pelayanan, penempatan

# sementara an i i
i ak yang hidup di Jalan, dan menerima laporan dari masyarakat.
KETIGA Tim Perlindun i
.93" Anak yang Hidup di Jalan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Gubernur

KEEMPAT i 1 =l .
Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Sosial.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal & JUNI ZO\ 2

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

7K -

HAMENGKU BUWONO x

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Inspektur Provinsi DIY '

Kepala BAPPEDA Provinsi DIY. _
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Propinsi DIY.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY. o il
Seluruh Anggota Tim Perfindungan Anak yang Hidup di Jalan,

e erqunakan sebagaimana Mestinya

Wntuk dik etahu can/atau dip

R BLE- R RS
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LAMPIRAN

UTUSAN GUBERNUR
gEAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 40 /T / ZOIZ

NG
EE%J‘ENTUKAN TIM PERLINDUNGAN

ANAK YANG HIDUP DI JALAN

gUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PER(ipy 4y ANAK YANG HIDUP DI JALAN

_——‘—\____,__——
—— JRBATAN DALAM TIM Resge e JABATAN DALAM INSTANSI
~TKetua Pala Dinas Sosial Brovinsi DIY

i Kepala Big ilitasi Sosial Dinas Sosial
retaris ang p dan Rehabilitasi Sosia
: Sek Provinsi Diy erindungan

Anggota Dinas Kesehatan Prayinsi DIY

POLDA DIy ,
Satpol PP Proying, pIY
Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyavara

Rumah Singgah Hafara Yogyakarta

Rumah Singgah Anak Mandiri Yogyakarta

Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta

Rumah Singgah Girlan Nusantara Yogyakarta

Rumah Singgeh Tunas Mataram Yogvakarta

Yayasan Indrianati Yogyakarta

. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Yogyakarts
. Yayasan Aulia Yogyakarta !

13. Pekerja Sosial Yogyakarta =

14. Tel:laga Kesejahteraan-Sosial Anak Yogyakarta

i

DN EDN

— ek
N oo

s it GUBERNUR
\ " DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

" HAMENGKU BUWONO X

: o
¢ ~
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Laporan Penjangkauan Titik 2: Janthi-Mbarek-Rektorat UGM

Hari/Tanggal  : Selasa, 13 Februari 2018
Tempat : Perempatan Janthi, Petigaan UIN, Perempatan Demangan, Perempatan
Sagan, Mbarck, Rektorat UGM.

Petugas :
1. Nur Rahma (mahasiswa UIN)
2. Hardianti Eka Pratiwi (mahasiswa UIN)
3. Hariono Mahaluddin Sinaga (Rumah Impian)
4. Barzilay Evans Masela (Rumah Impian)
Keterangan

Kegiatan pendampingan gabungan RPS-Rumah Impian dimulai pada pukul 19.00 WIB
di titik Janthi. Di titik ini, kami tidak menemukan satu pun anak yang beraktivitas di jalanan.
Jalanan hanya ramai oleh kendaraan yang lalu lalang. Setelah cukup mengamati daerah
Janthi, kami beranjak menuju pertigaan UIN Sunan Kalijaga. Titik UIN Sunan Kalijaga hari
ini juga sepi dari aktivitas jalanan. Yang terlihat hanya beberapa orang mahasiswa yang baru
saja selesai kuliah.

Kami melanjutkan perjalanan
menuju daerah Demangan. Menurut
laporan yang kami terima, biasanya
di titik ini tampak beberapa anak
yang beraktivitas dengan mengamen.
Bagas, adik dari Ambar yang kini
berdomisili di Wonocatur biasanya
tampak berkegiatan di malam hari.
Namun, sama seperti titik lainnya,
titik Demangan juga kosong dari
aktivitas anak-anak.

Kami tiba di titikk Sagan.
Tampak seorang pemudi yang baru
saja selesai mengamen  dan
beristirahat di sebuah becak. Selain
pemudi ini, tak nampak satupun

tanda-tanda anak yang beraktivitas di
jalanan. Dari titik Sagan, kami
menyusuri sepanjang jalanan yang
membatasi UGM dengan UNY,
hingga akhirnya tiba di titik Mbarek.
Titik ini masih ditempati oleh Yohan
dan kakaknya pada pagi hari, sekitar
pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, yang
selalu Nampak berjualan koran.
Biasanya tampak juga ibu mercka
yvang  mengawasi  anak-anaknya
sembari duduk di sepanjang trotoar
jalanan Mbarek. Malam ini, keluarga
Yohan tidak tampak beraktivitas di
jalanan. Titik Mbarck hanya diisi olch ‘
sekitar 5 orang pemulung yang mencoba beristirahat di sepanjang trotoar.
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Rarema  tidak  menemukan
Satupun aktivitas anak di Mbarek,
kami  melanjutkan penjangkavan d
sepanjang  tempat  makan depan
rektorat dan perpustakaan Universitas
Gajash  Mada, Menurut  laporan,
biasanya terdapat dua orang anak
(laki-laki  dan perempuan)  vang
tampaknya bersaudara mengeliling |
lempat ini dan mengemis dan satu
warung ke warung lainnya.  Kami
mencoba datang ke salah sawy lempat
makan dan menanyakan  mengenai
keberadaan  kedya anak tersebut.

makan,
h lama udak menampakkan diri di
ka kembali be
mencoba menanyakan ha

cnurut  penjaga lempat

K 1 suda
waktu terenty mere
Kami

kedua ana Jalanan tersebut, Hany
raktivitas, misalnya saat weekend atau menjelang hari libur,
I vang sama pada dua lempat makan lainnya, namun,
: Jawabannya sama, kedua anak ini
belum  menampakkan  diri akhir-
akhir ini.
Waktu  sudah  menunjukkan
pukul 2030 WIB, kami pun

menyudahi penjangkauan yang kami
lakukan.

a pada wakty-

Yang melakukan Penelusuran

|,
./'1"

Hanogo Sinaga Evans Masela

Nur Rahma Hardianti Eka Pratiwi
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DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto bersarﬁa Bpk.Subakir (Staff Rehabilitasi dan
Perlindungan — Dinas Sosial)

" Foto bersama Ibu, Utami Kurniasih (Staff Kesehatan
Keluarga Dinkes DIY)
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Penjangkauan Titik Kordinat

- \ﬂ'

'-/:‘S‘: ‘. ’ 0 =

Foto bersaa Ank Jalanan di RPS

; B ' N N ‘
Foto di Depan Rumah Impian (Rumah Singgah)

Foto bersama Tim Penjangkauan di titik Kordinat




Foto Titik Kordinat di Lampu Merah Sagan

Foto kondisi titik kotdinat
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No. Handphone : 081326615959

E-mail : Hardiantiekapratiwi@gmail.com

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

% SDN Rambang Nia
s SMPN 1 Simpang

% MAS Sabilul Hasanah

*

< UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

XXI



	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	PERNYATAAN KEASLIAN
	PERSETUJUAN SKRIPSI
	PENGESAHAN SKRIPSI
	PERSEMBAHAN
	MOTTO
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. LATAR BELAKANG
	B. RUMUSAN MASALAH
	C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
	D. KAJIAN PUSTAKA
	E. KERANGKA TEORITIK
	F. METODE PENELITIAN
	G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	CURRICULUM VITAE



